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DPRD DKI Jakarta mengakul ke-

- colongan karena IMB bernomor

62/C.37a/31/-1.785.51/2018 fer-
bit pada November 2018, tidak
terendus oleh para legislator.

Pandapotan beranggapan,
Raperda RZWP3K harus lebih
dulu rampung, sebelum IMB
diterbitkan. Terkait hal terse-
but, plhaknya mengaku ter{gah
mencari informasi terkait | pe—
nerbitan IMB: di Pulau
Namun, dia juga telah berﬂsa—
ha menanyakan perosalan ini
kepada Kepala DPMPTSP Banny
Agus Chandra. Tapi, yang ber-
sangkutan hingga kini belum
memberikan konfirmasi kepada ‘
Pandapotan.

"Peraturan daerah terkalt Z0-
nasi yang menjadi dasar pe-
nerbitan IMB belum disahkan
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nya koordinasi antara Anies
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ada miss (koordmam) di sini,
beda sikap dan ucapan. Jang-
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PKB DPRD DKI Jakarta, Hasbi-
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DPRD DKI Jakarta itu.
Ada yang menolak, tapi ada
juga yang mendukung kebija-
kan Anies §wedan. Dukungan
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Ghoni mengatakan akar dari
permasalahan IMB|ini bermu-
la dari pengesahan bangunan
yang dilakukan di zaman Ahok.
Ghoni menjelaskan ratusan
bangunan itu sudah ada sejak
zaman Ahok menjabat sebagai
orang nomor satu di Pemprov
DKI Jakarta. Menurutnya, Ahok
pasti mengetahui asal-mua-
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besar dan diberikan dispensasi,”
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